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Abstrak
 

Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara

keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada

tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya,

pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal akibat adanya

penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada Kejaksaan

Agung Republik Indonesia. Atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, masyarakat

maupun Lembaga Swadaya Masyarat (LSM)/Organisasi Masyarakat (OrMas) melakukan protes dengan

mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3) ataupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang diterbitkan oleh penyidik

ataupun penuntut umum tersebut. Namun pada kenyataannya, masyarakat maupun LSM/OrMas yang

menamakan dirinya sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan", mengalami banyak hambatan dalam

mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena kedudukan mereka sebagai

"pihak ketiga yang berkepentingan" tidak secara jelas diatur dalam KUHAP maupun Undang-undang

Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai "pihak

ketiga yang berkepentingan" menyebabkan banyak interpretasi yang saling bersebrangan dikalangan ahli

hukum di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut menimbulkan keanekaragaman putusan

praperadilan pada Pengadilan Negeri, yaitu menerima ataupun menolak permohonan praperadilan yang

diajukan oleh masyarakat maupun LSM/OrMas sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan". Skripsi ini

akan mengulas mengenai legal standing "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan

praperadilan tindak pidana korupsi, baik menurut teori maupun penerapannya dalam praktik peradilan di

Indonesia, serta hendak menganalisis Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam

perkara penghentian penyidikan kasus korupsi Texmaco, penghentian penuntutan H.M. Soeharto dan

penghentian penyidikan Sjamsul Nursalim.
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